
 

 

 

 

 

 RANCANGAN  

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 

  NOMOR    TAHUN 2025 2025 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

Menimbang :  

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263, 264 ayat (1) dan 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4421); 

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6865); 

 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6); 

 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumsel Tahun                    

2025-2045 ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 

Nomor 7); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

dan 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan

  

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 

TAHUN 2025-2029. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan 

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

Selatan 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan. 

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 

20 (dua puluh) tahun. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD dalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 

5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya 

masa jabatan Gubernur. 

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan 

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun 
 

BAB II 

KEDUDUKAN RPJMD 

Pasal 2 

(1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah 

Provinsi dalam menyelenggarakan dan melaksanakan 

pembangunan selama periode 5 (lima) tahun. 

(2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 

Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah 

kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta 

program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang 

disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman 

pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. 

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 

bagi : 

a. PD dalam menyusun Renstra PD; 

b. Pemerintah Provinsi dalam menyusun RKPD; dan 

c. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota. 
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BAB III 

SISTEMATIKA RPJMD 

Pasal 3 

(1) Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
 

BAB I : PENDAHULUAN 

  1.1 : LATAR BELAKANG 

  1.2 : DASAR HUKUM PENYUSUNAN 

  1.3 : HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 

RPJMD DENGAN DOKUMEN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

LAINNYA 

  1.4 : MAKSUD DAN TUJUAN 

  1.5 : SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH 

  2.1 : GAMBARAN UMUM KONDISI 

DAERAH 

  2.2 : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

DAN KERANGKA PENDANAAN 

  2.3 : PERMASALAHAN DAN ISU 

STRATEGIS 

BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH 

  3.1 : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

  3.2 : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN 

PROGRAM PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 

DAERAH 

  4.1 : PROGRAM PERANGKAT DAERAH 

  4.2 : KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAH DAERAH 

BAB V : PENUTUP 

(2) Penjabaran Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2025-2029, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BAB IV  

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 4  

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup 

pelaksanaan RPJMD dan Renstra PD. 
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(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.  

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5  

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : 

a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019 – 2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 

tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2021 Nomor 13) ; dan 

b. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5).  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 6  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan.   

Ditetapkan di Palembang 

pada tanggal                           2025 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 

 

 

H. HERMAN DERU 

Diundangkan di Palembang 

pada tanggal                       2025 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI SUMATERA SELATAN, 

 

 

 

EDWARD CANDRA 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN .......5 NOMOR .... 

NOMOR : (  /  /2025) 
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